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<b>ABSTRAK</b><br>

Sgjak lahirnya Orde Baru (tahun 1966) yang bertekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen perhatian maayarakat terhadap kehidupan hukum semakin meningkat. TAP MPR Nomor
[1/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam BAB |V tentang Pola Umum Pelita K eempat
huruf D yaitu tentang hukum, direncanakan bahwa:

<br><br>

a. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UUD
1945.

<br><br>

b. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat:

<br><br>

1. Memantapkan hasil-hasi| pembangunan yang telah dicapai.

<br><br>

2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota dapat menikmati suasana serta
ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

<br><br>

3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.
<br><br>

c. Daam pembangunan.dan pembinaan hukum ini akan di lanjutkan usaha-usaha untuk

<br><br>

1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum,
dengan antara lain mengadakan kodifikas serta unifikasit hukum di bidang-bidang tertentu dengan
memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

<br><br>

2. Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan
wewenangnya masing-masing.

<br><br>

3. Memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra
dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.

<br><br>

4. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi |apisan masyarakat
yang kurang mampu.

<br><br>

5. Meningkatkan prasarana don sarana yang diperlukan untuk menunjang pembingunan bidang hukum.
<br><br>
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Dalam rangka pembangunan hukum nasional TAP MPR Nomor [1/MPR/1983 tereebut yang secara
terperinci dituangkan dalam Repelita Keempat menjadi landasan dan tujuan setiap usaha pembaharuan
hukum termasuk pembaharuan di bidang hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dilakukan secara
menyeluruh, yaitu harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil
(hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana Straf vollstreckuengsgesetz.

<br><br>



